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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya, analisa pada kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 941 K/Pdt/2018 

berdasarkan rumusan masalah dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengadaan tanah yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea 

Cukai Jawa Timur I Surabaya sebagai instansi pemerintah termasuk dalam 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pembangunan rumah dinas 

yang dalam Pasal 10 huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum termasuk 

dalam kategori fasilitas umum yaitu, untuk hunian keluarga serta menunjang 

pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri. Status penguasaan hak 

pakai atas tanah rumah dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 

belum sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah yang ada berdasarkan 

Hukum Agraria. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya Surat Keputusan 

Pemberian Hak (SKPH) atas tanah oleh Pejabat yang berwenang untuk 

kemudian dijadikan dasar pendaftaran hak pakai atas tanah pada Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya II. Dengan dilepaskannya hak atas tanah oleh Hj. 

Nafisah, status tanah tersebut adalah tanah negara. 

Dalam pelepasan hak milik ini pemilik hak atas tanah akan melepaskan 

haknya kepada negara terlebih dahulu dengan akta pelepasan hak yang dibuat 

dihadapan notaris yang berwenang. Dengan dibuatkannya akta pelepasan hak 

ini maka membawa akibat hukum sebagai berikut:  

1) Penjual sudah melepaskan hak atas tanah tersebut ke negara, yang dengan 

otomatis status tanah tersebut menjadi tanah negara;  

2) Pembeli memiliki hak preference untuk mengajukan permohonan hak 

kepada negara atas tanah tersebut. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai Jawa Timur I Surabaya (Pembeli) Tanah Negara. Akta 
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Pelepasan Hak Permohonan Hak Pakai kepada Negara Pemberian ganti 

kerugian Pelepaan Hak Akta pelepasan Setelah tanah dilepaskan menjadi 

tanah negara, pembeli harus mengajukan permohonan hak atas tanah 

dengan status tanah yang dimaksud. Akta atau surat dimaksud umumnya 

berjudul Akta Pelepasan Hak atau APH. Akta Pelepasan Hak kadang 

dikenal juga dengan nama Surat Pelepasan Hak atau SPH harus dibuat di 

hadapan notaris agar kekuatan pembuktiannya sempurna dibandingkan jika 

dibuat secara bawah tangan. 

Surat pernyataan yang seharusnya menjadi surat atau dokumen di bawah 

tangan yang dimana kedudukannya dalam alat bukti hukum acara perdata 

sebenarnya bukti itu tidak kuat dibandingkan dengan akta jual beli yang 

dimiliki oleh para penggugat. Namun dilihat dari keputusan yang dikeluarkan 

oleh Hakim surat pernyatan itu menjadi bukti otentik dan memenangkan 

tergugat I. Bahwa dilihat dari kedudukan posisi masalah surat pernyataan 

peralihanlah yang lebih terlebih dahulu ada dibandingkan dengan akta jual 

beli. Maka dari itu majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa 

tergugat I adalah kepemilikan atas tanah sengketa itu. 

Dapat disimpulkan bahwa pihak yang berhak memperoleh dan mengajukan 

permohonan hak atas tanah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai Jawa Timur I Surabaya yang telah membayar ganti rugi atas 

pelepasan hak atas tanah oleh Hj. Nafisah. Dan segala perbuatan hukum yang 

dilakukan Hj. Nafisah dalam memperjualbelikan tanah itu kembali adalah 

batal demi hukum. 

2. Membangun tanah dengan bukti dasar alas hak surat pelepasan hak atas tanah 

tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan Sertipikat Hak 

Milik No. 2880/Kelurahan Semolowaru atas nama Hj. Nafisah tidak 

seharusnya diterbitkan mengingat  tanah tersebut sudah pernah dilepaskan 

pada saat bidang tanah masih merupakan tanah persil / petok D kepada pihak 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur I Surabaya.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan, maka penulis memberikan beberapa 

saran, yaitu : 

1. Untuk mengantisipasi segala konflik, sengketa, maupun perkara pertanahan, 

pemerintah sebagai aparat penegak hukum yang dalam kasus ini adalah 

Kantor Pertanahan Kota Surabaya II maupun Instansi Pemerintah yang 

berkepentingan untuk melakukan pengadaan tanah harus dengan cermat dan 

teliti menjalankan setiap prosedur pendaftaran tanah berdasarkan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan untuk instansi pemerintah 

yang hendak menguasai tanah negara untuk kepentingan instansi, agar lebih 

bertanggung jawab atas tuntasnya proses permohonan hak sesuai peraturan 

perundang – undangan yang berlaku, sehingga persepsi masyarakat kepada 

Pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional tetap baik, perlu adanya 

pendekatan secara Non Litigasi yang disediakan oleh Badan Pertanahan 

Nasional sebelum masuk ke pengadilan. Instansi Pemerintah tidak 

bertanggung jawab atas tuntasnya proses permohonan hak, harus ada 

peraturan baru atau penambahan pada peraturan yang sudah berlaku hingga 

lebih spesifik dalam memberikan sanksi berat kepada Instansi Pemerintah / 

Badan Hukum dan itu juga berlaku kepada Orang yang sengaja tidak 

menuntaskan permohonan hak atas tanah. 

2. Hendaknya Badan Pertanahan Nasional lebih cermat dan teliti dalam 

melakukan fungsinya dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah agar tidak 

terjadi tumpang tindih dan hilangnya berkas. Hal tersebut mungkin dapat 

dilakukan dengan mengevaluasi ketertiban dalam penyimpanan dan 

pengaturan segala berkas pertanahan khususnya agar segera terealisasi 

penyimpanan dokumen pertanahan secara digital, tentunya dengan teknologi 

yang dapat mengimplementasikan itu semua. Seharusnya dalam memutuskan 

Tanah milik Negara untuk kepentingan umum harus di umumkan secara jelas 
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dan gamblang di media-media yang tersedia baik koran, radio, telivisi dan 

lain-lain  kepada masyarakat sekitar kedudukan tanah yang bersengketa dan 

mirip dengan permasalahan di atas, sehingga orang yang merasa memiliki 

tanah tersebut datang dan membuktikan apakah secara hukum dibenarkan 

bahwa tanah itu miliknya dan tidak dalam status bersengketa dan agar 

permasalahan tidak terjadi berulang-ulang. 
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